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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

Menimbang . a. bahwa untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan
dan keselamatan pasien di Pusat Kesehatan
Masyarakat, perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap
tenaga kesehatan melalui kredensial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 20 ayat (11) Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang
Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan di Pusat

Kesehatan Masyarakat;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6325);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);



Menectapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN
KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDENSIAL
TENAGA KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Menetapkan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan di
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Juknis
Kredensial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur
Jenderal ini.

Juknis Kredensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat, dan pemangku
kepentingan terkait dalam melakukan kredensial terhadap
Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan di Pusat
Kesehatan Masyarakat.

Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi,
dan dinas kesehatan kabupaten/kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
kredensial tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
dengan kewenangan masing-masing, dengan melibatkan
organisasi profesi.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal . 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR HK.01.07/1/4719/2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KREDENSIAL
TENAGA  KESEHATAN DI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan akses
dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan pelayanan kesehatan
semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar
dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan
pemanfaatan teknologi. Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
primer menjadi fokus utama karena merupakan ujung tombak
pembangunan kesehatan. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas
pelayanan kesehatan primer, memiliki peran yang sangat besar dalam
pencapaian pembangunan keschatan sehingga perlu ditingkatkan akses
dan mutunya. Salah satu bentuk penguatan Puskesmas adalah
diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur standarisasi
Puskesmas, termasuk standar tenaga kesehatan di Puskesmas.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat mengamanatkan bahwa dokter dan/atau dokter
layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain dalam
memberikan pelayanan kesehatan harus memiliki kewenangan yang
diperoleh melalui kredensial. Kredensial tersebut bertujuan memastikan
agar setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga yang kompeten
sehingga mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan

pasien dan masyarakat di Puskesmas lebih terjamin dan terlindungi.



Hasil Riset Tenaga Kesehatan (Risnakes) Tahun 2017 menunjukkan
terdapat 66,1% Puskesmas yang tenaga kesehatannya mengerjakan tugas
di luar latar belakang pendidikan dan/atau kompetensi yang dimiliki
(task shifting) dan 95,9% Puskesmas yang tenaga kesehatannya
mengerjakan tugas ganda di luar latar belakang pendidikan dan
kompetensi di bidang manajemen umum (multitasking). Hal ini berpotensi
menimbulkan terjadinya insiden yang berkaitan dengan tindakan medis
yang berdampak pada berkurangnya mutu pelayanan Puskesmas.

Untuk menjaga keselamatan pasien dari tindakan medis yang
dilakukan oleh tenaga kesechatan yang kurang kompeten, Puskesmas
perlu mengambil langkah pengamanan dengan cara pemberian
kewenangan klinis melalui mekanisme kredensial. Oleh karena itu, perlu

disusun petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas.

Tujuan
1. Tujuan Umum
Tersedianya acuan bagi dinas kesehatan kabupaten/kota dalam
melakukan kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas.
2. Tujuan Khusus
a. Tersedianya mekanisme kredensial dan rekredensial tenaga
kesehatan di Puskesmas.
b. Tersedianya acuan dalam menyusun instrumen kredensial dan
rekredensial tenaga kesehatan di Puskesmas.
c. Tersedianya acuan dalam menindaklanjuti hasil kredensial dan

rekredensial tenaga kesehatan di Puskesmas.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup kredensial dalam petunjuk teknis ini meliputi
1. Penyelenggaraan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di
Puskesmas, yaitu untuk dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan
Tindak lanjut hasil kredensial dan rekredensial
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kkredensial dan

rekredensial



4.

Contoh formulir yang diperlukan dalam penyelenggaraan kredensial

dan rekredensial

Sasaran Buku Pedoman

1.

Tenaga kesehatan dan Puskesmas, sebagai institusi yang

mengusulkan kredensial.

2. Dinas kesehatan kabupaten/kota, sebagai penyelenggara kredensial
tenaga kesehatan di Puskesmas.

3. Dinas kesehatan provinsi, sebagai perpanjangan dari pemerintah
pusat dan pembina dinas kesehatan kabupaten/kota

4. Organisasi profesi, sebagai pembina profesi tenaga kesehatan dan
mitra dinas kesehatan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas.

5. Kementerian Kesehatan, sebagai pembina jabatan fungsional
kesehatan.

Definisi

1. Kredensial
Proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan
kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).

2. Rekredensial
Proses reevaluasi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki
kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan
pemberian kewenangan klinis tersebut.

3. Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di

wilayah kerjanya.



BAB II
PENYELENGGARAAN KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL

Kewenangan klinis adalah hak khusus seorang tenaga kesehatan untuk
melakukan pelayanan kesehatan tertentu dalam suatu periode waktu. Demi
menjaga mutu pelayanan dan untuk keselamatan pasien, pelayanan
kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien diberikan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kewenangan klinis untuk melaksanakan pelayanan
tersebut. Kewenangan klinis antar tenaga kesehatan di Puskesmas dapat
berbeda, walaupun jenis tenaga kesehatannya sama. Hal ini disebabkan oleh
adanya perbedaan dalam memelihara atau mengembangkan kompetensi,
perilaku etika profesi, kondisi kesehatan, dan pengalaman.

Untuk menilai kelaikan mendapatkan kewenangan klinis tersebut, proses
evaluasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas yang disebut
sebagai kredensial. Selanjutnya evaluasi ulang dilakukan secara berkala
untuk menilai kelayakan dalam mengemban kewenangan Kklinis tersebut
melalui rekredensial.

Kredensial perlu dilakukan mengingat lingkup suatu cabang ilmu
kesehatan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sehingga tenaga
kesehatan harus mengikuti perkembangan agar dapat menjaga kompetensinya
untuk kelaikan mengemban kewenangan klinis tersebut. Melalui
penyelenggaraan kredensial dan rekredensial, evaluasi dilakukan terhadap
pemenuhan kompetensi tersebut. Faktor lain yang melatarbelakangi
kredensial adalah keadaan fisik dan mental seorang tenaga kesehatan dapat
menurun akibat penyakit tertentu atau bertambahnya usia yang dapat
memengaruhi kompetensinya.

Kewenangan klinis yang diperoleh dari hasil kredensial ini selanjutnya
akan menjadi dasar penetapan penugasan klinis (clinical appointment) yang

dilakukan oleh Kepala Puskesmas.

A. Tujuan Kredensial dan Rekredensial
1. Memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang kompeten agar mutu pelayanan kesehatan lebih
terjamin dan terlindungi.
2. Memperoleh tenaga kesehatan yang profesional, beretika, berbudi

luhur, dan berakhlak mulia.



3. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas tenaga kesehatan di
Puskesmas.
4, Melindungi keselamatan pasien melalui proses kredensial yang

terstandar.

Penyelenggaraan Kredensial dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Di
Puskesmas

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas menjalani
kredensial secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
Penyelenggaraan kredensial dan rekredensial bagi dokter, dokter gigi,
perawat dan bidan sesuai dengan Petunjuk teknis ini.

Kredensial dapat dilakukan sebelum penempatan sebagai tenaga
baru di Puskesmas atau pada saat pertama kali diberlakukannya
kredensial tenaga kesehatan di kabupaten/kota tersebut. Sedangkan
rekredensial diikuti oleh tenaga kesehatan pada saat menjelang
berakhirnya kewenangan klinis (paling lama 5 tahun sejak kredensial
terakhir) atau sebelum 5 tahun untuk keperluan penambahan atau
pemulihan kewenangan klinis.

Penyelenggara kredensial dan rekredensial adalah dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota. Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur bagi tenaga kesehatan
untuk memperoleh kewenangan klinis dengan berpedoman pada
peraturan penyelenggaraan kredensial di Puskesmas. Selain itu, kepala
dinas kesehatan daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas
tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini
dapat terselenggara.

Untuk memudahkan pelaksanaannya, dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota perlu menetapkan frekuensi dan jadwal pelaksanaan
kredensial dan rekredensial setiap tahun dan menyampaikannya kepada
Puskesmas dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk
ditindaklanjuti sesuai peran masing-masing. Frekuensi dan jadwal
pelaksanaan  kredensial dan  rekredensial ditetapkan  dengan
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan pemetaan tenaga
kesehatan di Puskesmas yang akan menjalani kredensial setiap
tahunnya. Waktu pelaksanaan kredensial dapat dibuat mendekati dengan

waktu pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik



(SIP) untuk memudahkan tenaga kesehatan. Dengan adanya jadwal
tersebut, tenaga kesehatan di Puskesmas dan pihak lain yang terkait
diharapkan dapat menyiapkan penyelenggaraan kredensial dan
rekredensial dengan baik dan optimal.

Dalam menyelenggarakan kredensial, kepala dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota membentuk dan menetapkan tim kredensial,
yang terdiri atas perwakilan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan
organisasi profesi untuk masing-masing jenis tenaga Kkesehatan.
Perwakilan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam tim kredensial
dapat berasal dari internal dinas kesehatan atau Unit Pelaksana Teknis
(UPT) dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. Penguji kompetensi
jabatan fungsional kesehatan kabupaten/kota dapat diangkat sebagai
anggota tim kredensial. Untuk tim kredensial perawat, perwakilan dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota dapat berasal dari anggota komite
keperawatan.

Jumlah anggota tim kredensial untuk masing-masing jenis tenaga
kesehatan berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang
perwakilan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan 1 (satu)
orang perwakilan dari organisasi profesi. Satu orang dalam tim tersebut
yang berasal dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota bertindak
sebagai ketua merangkap anggota, sedangkan yang lainnya menjadi
anggota. Dalam hal belum tersedia cabang organisasi profesi di
kabupaten/kota, maka tim kredensial dapat diisi oleh organisasi profesi
dari cabang kabupaten/kota terdekat atas rekomendasi pengurus wilayah
organisasi profesi setempat.

Ketentuan mengenai tim kredensial adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan tim kredensial
a. Umum
1) Memiliki jenis profesi yang sama dengan tenaga kesehatan

yang akan dikredensial/rekredensial
2) Tidak pernah terkena sanksi etika, disiplin, dan hukum
3) Tidak memiliki konflik kepentingan

4) Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya sama
dengan tenaga kesehatan yang akan  dikredensial/

direkredensial;
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b. Khusus untuk perwakilan dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota
1) Memiliki jenis jabatan fungsional yang sama dengan tenaga

kesehatan yang akan dikredensial dan/atau rekredensial

2) Memiliki jenjang jabatan sekurang-kurangnya sama dengan
jabatan fungsional tenaga keschatan yang akan dikredensial

dan/atau rekredensial

c. Khusus untuk perwakilan organisasi profesi

1) Memiliki surat penugasan dari organisasi profesi

2. Tugas tim kredensial
a. Menyusun instrumen penilaian
b. Melakukan penilaian kewenangan klinis

c. Merekomendasikan kewenangan klinis

3. Kewenangan tim kredensial
a. Melaksanakan proses kredensial secara independen
b. Memeriksa kelengkapan berkas pengusulan tenaga kesehatan
yvang akan mengikuti kredensial/rekredensial
c. Meminta data/dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak

yang terkait bila diperlukan

Tim kredensial bertugas untuk periode waktu tertentu yang
ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan daerah kabupatan/kota dengan
mempertimbangkan mobilitas dari anggota tim. Dengan demikian, tim
tersebut dapat melakukan kredensial dan/atau rekredensial lebih dari
satu kali selama masa penugasannya. Contoh surat keputusan kepala
dinas kesehatan daerah kabupaten/kota tentang penetapan tim

kredensial terdapat dalam Lampiran A.

Mekanisme Kredensial dan Rekredensial

Langkah-langkah dalam penyelenggaraan kredensial/rekredensial
yaitu pengusulan tenaga kesehatan yang akan mengikuti kredensial/
rekredensial, penilaian kewenangan klinis, penerbitan kesimpulan

rekomendasi kewenangan klinis, dan penetapan kewenangan klinis.
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1. Pengusulan tenaga kesehatan

Mekanisme pengusulan kredensial/rekredensial ~bagi  tenaga

kesehatan di Puskesmas adalah sebagai berikut:

a. Tenaga kesehatan menyampaikan dokumen persyaratan untuk
pengajuan proses kredensial kepada kepala Puskesmas, yang
terdiri atas:

1) Formulir kredensial yang sudah diisi sendiri (self assessment).
2) Dokumen kelengkapan yang terdiri atas:
a) Dalftar riwayat hidup
b) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
c) Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku
d) Sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan bagi
pejabat fungsional kesehatan yang telah mengikuti uji
kompetensi jabatan fungsional kesehatan
e) Sertifikat pelatihan/workshop/pengembangan kompetensi
lainnya (lima tahun terakhir)
f) Surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan
g) Pas foto terbaru ukuran 4x6

b. Kepala Puskesmas melakukan verifikasi dan validasi terhadap
dokumen kelengkapan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan
pengusul, termasuk verifikasi dan validasi usulan kewenangan
klinis berdasarkan ruang lingkup pelayanan Puskesmas.

c. Kepala Puskesmas mengajukan permohonan kredensial/
rekredensial tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan
dan telah lolos verifikasi dan validasi kepada kepala dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota.

2. Penilaian kewenangan klinis

Tahap penilaian kewenangan Klinis oleh tim kredensial adalah sebagai

berikut:

a. Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menugaskan tim
kredensial (sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang diusulkan)
untuk melakukan proses kredensial/rekredensial sesuai jadwal
yang telah ditetapkan.

b. Tim kredensial melakukan penilaian terhadap semua usulan yang
telah disampaikan kepada kepala dinas kesehatan daerah

kabupaten/kota sampai batas waktu yang telah ditentukan.



c;

- 1D -

Metode penilaian dengan portofolio menggunakan instrumen

penilaian yang telah disusun oleh tim, yang dapat dilengkapi

dengan wawancara dan observasi. Instrumen penilaian yang
diperlukan antara lain daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap
jenis tenaga kesehatan. Daftar rincian kewenangan Klinis

(delineation of clinical privilege) diperoleh dengan cara:

1) Menyusun daftar rincian kewenangan klinis dengan meminta
masukan dari setiap kelompok tenaga kesehatan dengan
acuan utama adalah standar kompetensi/profesi masing-
masing tenaga kesehatan, yaitu:

a) Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) untuk
kewenangan klinis dokter, mengacu pada Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau regulasi terbaru
penggantinya.

b) Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI) untuk
kewenangan dokter gigi, mengacu pada Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia atau regulasi
terbaru penggantinya.

c) Standar profesi perawat untuk kewenangan klinis perawat,
mengacu pada Kepmenkes Nomor 425 Tahun 2020 tentang
Standar Profesi Perawat atau regulasi terbaru
penggantinya.

d) Standar profesi bidan untuk kewenangan klinis bidan,
mengacu pada Kepmenkes Nomor 320 Tahun 2020 tentang
Standar Profesi Bidan atau regulasi terbaru penggantinya.

Rincian kewenangan Kklinis yang dicantumkan adalah
diagnosis/penyakit/masalah dan tindakan dengan level
kompetensi 4 (mampu melakukan secara mandiri berdasarkan
tingkat kemampuan menurut Miller) sesuai dengan jenis
profesinya. Namun, tenaga kesehatan dapat mengusulkan
kewenangan klinis tambahan, berupa:

a) diagnosis/penyakit/masalah dengan level kompetensi
selain 4 yang sudah mendapat sertifikasi pengakuan dari

kolegium terkait;
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b) kewenangan yang sedang didelegasikan kepada yang
bersangkutan, dibuktikan dengan surat pendelegasian
kewenangan dari kepala dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota.

Mengkaji ulang daftar rincian kewenangan klinis bagi tenaga

kesehatan yang dilakukan secara periodik.

Proses penilaian

1)

2)

3)

Kajian dilakukan terhadap formulir daftar rincian kewenangan
klinis yang telah diisi oleh tenaga kesehatan pengusul.
Apabila diperlukan, tim kredensial dapat membentuk panel
atau panitia ad hoc dengan melibatkan organisasi
profesi/mitra bestari dari profesi yang sesuai dengan
kewenangan klinis yang diminta berdasarkan standar
pelayanan/standar kompetensi profesi. Anggota panel atau
panitia ad hoc diseleksi dengan mempertimbangkan reputasi,
adanya konflik kepentingan, bidang disiplin, dan kompetensi
yang bersangkutan.
Aspek yang dinilai adalah kompetensi teknis, etika profesi, dan
kesehatan fisik dan mental.
a) Kompetensi teknis
Penilaian kompetensi teknis dilakukan melalui penelaahan
dokumen kelengkapan yang menunjukkan pengakuan atas
kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan kewenangan
klinis tertentu, antara lain STR, sertifikat dalam penjagaan
mutu profesi, dan pengalaman di bidang keprofesian.
Selain dengan penelaahan dokumen, penilaian kompetensi
dapat dilengkapi pula dengan hasil wawancara dan
observasi terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
tenaga kesehatan yang bersangkutan. Penilaian kompetensi
pada tenaga kesehatan yang menjadi pejabat fungsional
kesehatan dilakukan sesuai dengan jenjang jabatannya
masing-masing. Apabila sudah lulus wuji kompetensi
jabatan fungsional maka dapat diakui kompetensi yang
sesuai dengan butir kompetensi yang diujikan, sehingga
dapat diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi

kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya tersebut.
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b) Perilaku etis
Perilaku etis dinilai melalui STR dan SIP yang telah
dimiliki. Dalam hal diperlukan pendalaman masalah etika,
dapat dinilai dengan wawancara kepada tenaga kesehatan
pengusul, kepala Puskesmas, atau mitra bestari di
Puskesmas.

c¢) Kesehatan fisik dan mental
Aspek kesehatan fisik dan mental dinilai berdasarkan surat
keterangan sehat untuk memastikan kemampuan tenaga
kesehatan dalam melakukan tindakan medis tertentu.

e. Hasil penilaian kewenangan klinis dirumuskan dalam bentuk
rekomendasi yang diberikan untuk setiap rincian kewenangan
klinis yang diusulkan. Rekomendasi yang diberikan oleh tim
kredensial berupa:

1) Disetujui berwenang penuh;

2) Disetujui dibawah supervisi;

3) Tidak disetujui, karena belum memenuhi kompetensinya; atau

4) Tidak disetujui, karena fasilitas tidak tersedia.

3. Penerbitan kesimpulan rekomendasi kewenangan klinis

a. Tim kredensial menyampaikan kesimpulan rekomendasi
kewenangan klinis kepada kepala dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi yang diberikan
terhadap masing-masing rincian Kkewenangan klinis yang
diusulkan.

b. Kesimpulan rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan
resume dari seluruh rekomendasi hasil penilaian rincian
kewenangan klinis, yang terdiri atas:

1) Direkomendasikan, apabila semua kewenangan klinis disetujui
sesuai dengan yang diusulkan.

2) Direkomendasikan dengan catatan, apabila ada perbedaan
antara rekomendasi yang diberikan tim dengan kewenangan
klinis yang diusulkan.

3) Tidak direkomendasikan, apabila seluruh kewenangan Kklinis
yang diusulkan tidak disetujui dan/atau terdapat masalah
etik.
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4. Penetapan kewenangan klinis

Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan tim kredensial, kepala

dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menetapkan kewenangan

klinis tenaga kesehatan. Surat penetapan kewenangan klinis ini paling
sedikit memuat:

a. nama tenaga kesehatan pemohon;

b. daftar rincian kewenangan klinis yang ditetapkan; dan

c. masa berlakunya kewenangan klinis.

Selanjutnya surat penetapan kewenangan klinis tersebut disampaikan

oleh kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota kepada kepala

Puskesmas untuk ditindaklanjuti dengan membuat surat penugasan

klinis apabila kesimpulan rekomendasi kewenangan klinisnya adalah

direkomendasikan atau direkomendasikan dengan catatan.

Paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku ketetapan

kewenangan Kklinis berakhir, tenaga kesehatan melalui kepala

Puskesmas harus mengajukan permohonan rekredensial kepada

kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Pada proses rekredensial,

kesimpulan rekomendasi yang diterbitkan tim kredensial berupa:

a. Kewenangan yang bersangkutan dilanjutkan, apabila tidak ada
perubahan kewenangan klinis dari proses kredensial/rekredensial
sebelumnya;

b. Kewenangan yang bersangkutan ditambah, apabila ada
penambahan hasil penilaian kewenangan klinis dari proses
kredensial/rekredensial sebelumnya,;

c. Kewenangan yang bersangkutan dikurangi, apabila ada
pengurangan hasil penilaian kewenangan klinis dari proses
kredensial/rekredensial sebelumnya,;

d. Kewenangan yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu,
apabila terkena sanksi disiplin dan/atau etik;

e. Kewenangan yang bersangkutan diubah/dimodifikasi, apabila
terdapat perubahan jenis pelayanan/tindakan/keterampilan yang
tercantum dalam rincian kewenangan klinis; atau

f. Kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri, apabila
rekomendasi hasil penilaian kewenangan klinis terhadap seluruh

kewenangan klinis yang diusulkan tidak disetujui.
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Tenaga kesehatan yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang
dikurangi atau menambah kewenangan yang dimiliki dapat
mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota melalui kepala Puskesmas untuk dilakukan
rekredensial bila telah mendapatkan pemantapan/peningkatan

kompetensi dan/atau pembinaan profesi.

Keberatan Terhadap Hasil Penilaian Kredensial

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil penilaian dengan
kewenangan yang diusulkan, tenaga kesehatan dapat menyampaikan
keberatan atas rekomendasi yang diberikan kepada kepala dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota melalui kepala Puskesmas. Dinas
kesehatan kabupaten/kota dapat menetapkan mekanisme penyelesaian

atas keberatan terhadap hasil penilaian kredensial tersebut.

Berakhirnya Kewenangan Klinis

Kewenangan klinis akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa
berlaku ketetapan kewenangan klinis. Selain itu, kepala dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota dapat meninjau kembali kewenangan Kklinis
tertentu atas rekomendasi dari tim kredensial berdasarkan usulan kepala
Puskesmas.

Kewenangan klinis tertentu dapat diakhiri dengan pertimbangan
kinerja profesi di lapangan, misalnya tenaga kesehatan tersebut
terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental, terjadi insiden yang
diduga karena inkompetensi, atau karena tindakan indisiplin.
Kewenangan klinis yang telah diakhiri dapat diberikan kembali apabila
tenaga kesehatan tersebut telah pulih kompetensinya dan diberikan

rekomendasi (disetujui) oleh tim melalui proses rekredensial.

Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan kredensial tenaga kesehatan di
Puskesmas dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
TINDAK LANJUT HASIL KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL

Kewenangan klinis yang telah ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota ditindaklanjuti oleh Puskesmas, dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota, dan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya
masing-masing.

A. Tindak Lanjut oleh Puskesmas.

1. Kepala Puskesmas segera menctapkan penugasan klinis (clinical
appointment) bagi tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan
kewenangan klinis yang telah ditetapkan dan melampirkan uraian
tugasnya secara rinci.

Hasil kredensial tenaga kesehatan akan digunakan sebagai dasar
untuk penempatan dan penugasan klinis tenaga kesehatan (clinical
appointment) di Puskesmas berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya. Misalnya untuk dapat ditempatkan di ruang
pemeriksaan KIA dan KB, seorang bidan harus memiliki daftar
kewenangan klinis tertentu, maka bidan yang tidak memiliki daftar
kewenangan Klinis tersebut tidak dapat ditempatkan di ruang

pemeriksaan KIA dan KB.

2. Apabila terdapat rekomendasi disetujui dibawah supervisi untuk

kewenangan Klinis tertentu, Puskesmas melakukan pembinaan
berupa asistensi atau pendampingan pelayanan oleh mitra bestarinya
di Puskesmas untuk kewenangan klinis tertentu tersebut.
Puskesmas menyusun metode dan rencana pembinaan dengan
memperhatikan sumber daya yang ada di Puskesmas serta melibatkan
dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan organisasi profesi. Jika
tenaga kesehatan tersebut tidak memiliki mitra bestari di Puskesmas,
pembinaan dapat difasilitasi oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/
kota dalam bentuk pemantapan/peningkatan kompetensi seperti
program magang, orientasi, pelatihan atau berbagai bentuk kegiatan
lainnya. Proses rekredensial dapat dilakukan setelah dilakukan
pembinaan terhadap tenaga kesehatan tersebut.

3. Namun bila rekomendasi tim kredensial adalah tidak disetujui karena

belum memenuhi kompetensinya atau kewenangan klinisnya diakhiri,
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Kepala Puskesmas mengusulkan kepada kepala dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota agar dilakukan pembinaan atau pemantapan/
peningkatan kompetensi terhadap tenaga kesehatan yang ingin
ditambah atau dipulihkan kewenangannya tersebut.

Untuk memelihara kompetensi teknis dan etika profesi tenaga
kesehatan, Puskesmas perlu melakukan perencanaan peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan secara berkala dan mengusulkannya

kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

B. Tindak Lanjut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1

Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota memfasilitasi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan

yang tidak mendapatkan kewenangan Kklinis dalam memberikan
pelayanan kesehatan tertentu berdasarkan hasil kredensial.

Dinas kesehatan daerah  kabupaten/kota  menindaklanjuti

penghentian kewenangan Kklinis sesuai dengan alasan dicabutnya

kewenangan, antara lain:

a. Memberikan rekomendasi untuk dilakukan pengobatan bagi
tenaga kesehatan yang kondisi kesehatannya terganggu, baik fisik
maupun mental.

b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang
dicabut kewenangannya karena inkompetensi, dapat berupa
pendidikan, pelatihan, seminar, dan lainnya.

c. Memberikan pembinaan disiplin pegawai bagi tenaga kesehatan

yang melakukan tindakan indisipliner.

C. Tindak Lanjut oleh Organisasi Profesi

i

Organisasi profesi melakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan

yang tidak memperoleh kewenangan atau dicabut kewenangannya
karena terdapat pelanggaran etika atau disiplin profesi.

Memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas bagi tenaga
kesehatan yang merupakan anggota profesi dalam mencapai
kompetensi teknis yang dipersyaratkan untuk mendapatkan

kewenangan klinis.
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan
tersebut melibatkan organisasi profesi terkait. Pembinaan dan pengawasan
dilakukan melalui supervisi, bimbingan teknis, dan/atau pemantauan dan

evaluasi.

A. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
1. Membentuk dan menetapakan tim kredensial
2. Menyelenggarakan kredensial dan rekredensial
3. Melakukan pembinaan secara berkala
4. Menindaklanjuti hasil kredensial dan rekredensial dengan
memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan/atau
peningkatan kapasitas lainnya
B. Peran Dinas Kesehatan Provinsi
1. Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap proses kredensial di
wilayah kerjanya
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi tim kredensial kabupaten/kota
Melaporkan penyelenggaraan kredensial di provinsi masing — masing
ke Kementerian Kesehatan secara berkala
4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan kredensial tenaga kesehatan di
Puskesmas
5. Memberikan dukungan kepada dinas kesehatan  daerah
dkabupaten/kota dalam penyelenggaraan kredensial dan rekredensial
tenaga kesehatan di Puskesmas
C. Peran Kementerian Kesehatan
1. Menyusun dan menetapkan standar dan pedoman kredensial dan
rekredensial tenaga kesehatan di Puskesmas
2. Sosialisasi dan advokasi kebijakan kredensial tenaga kesehatan di
Puskesmas
3. Memberikan dukungan kepada dinas kesehatan daerah provinsi dan

dinas keschatan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
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kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di Puskesmas
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kredensial dan
rekredensial tenaga keschatan di Puskesmas.

D. Peran Organisasi Profesi

Organisasi Profesi melakukan pembinaan dan pengawasan secard
berjenjang dari pengurus pusat sampai kepada anggota yang menjadi tim
kredensial dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, dan/atau

pemantauan dan evaluasi.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas sangat
diperlukan untuk menjamin keselamatan pasien dan masyarakat dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Petunjuk teknis ini bersifat dinamis, sehingga daerah dapat melakukan
pengembangan dan penyesuaian berdasarkan kondisi setempat dan
perkembangan kebijakan dan ilmu pengetahuan, dengan tetap memperhatikan
hal-hal prinsip dalam penyelenggaraan kredensial tenaga keschatan di

Puskesmas.

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ABDUL I
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FORMULIR 1

A. CONTOH SURAT KEPUTUSAN TIM KREDENSIAL

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ...

TENTANG

TIM KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ...

Menimbang

Mengingat

bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yvang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat
dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,
dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di
wilayah kerjanya;

bahwa untuk melindungi keselamatan pasien dan
petugas kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan  kesehatan di Puskesmas, diperlukan
kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ......
tentang Tim Kredensial Tenaga Kesehatan di Puskesmas
di Wilayah Kab/Kota.....;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Kesatu

Kedua
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Indonesia Nomor 5063);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6325);

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA ... TENTANG TIM KREDENSIAL TENAGA
KESEHATAN DI PUSKESMAS DI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA ...

Susunan keanggotaan Tim Kredensial Tenaga Kesehatan di
Puskesmas di Wilayah Kabupaten/Kota ... yang selanjutnya
disebut Tim Kredensial tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Tim Kredensial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Tugas:

a. Menyusun instrumen penilaian

b. Melakukan penilaian kewenangan klinis



Ketiga

Keempat

Lo

c. Merekomendasikan kewenangan klinis

Wewenang:

a. Melaksanakan proses kredensial secara independen

b. Meminta data/dokumen tambahan kepada peserta
maupun pihak terkait bila diperlukan

Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota ... ;

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak

tanggal ditetapkan.

Ditetaplean dit ..o e omsssimvmssense
Padla tart@@nls oo g sniosiasosson

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA .......coonnnnias
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Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten [Kota ...coaveniocn s

TIM KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA ...

I. TIM KREDENSIAL DOKTER

A. Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...

B il pramun it (ketua)
L T (anggota)
3. dst

B. Perwakilan IDI Cabang ...
T T (anggota)
2. dst

II. TIM KREDENSIAL DOKTER GIGI

A. Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...

L sossorsrimmasmmamimaasmsvessvessos (ketua)
O ke s B SR R (anggota)
3. dst

B. Perwakilan PDGI Cabang ...
7 A R RO oy P oo (anggota)
2. dst

III. TIM KREDENSIAL PERAWAT

A. Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...

R, (ketua)
M S R R SR R A (anggota)
3. dst

B. Perwakilan Dewan Pengurus Daerah PPNI ...

| P T, LR R BESRPEE S (anggota)
2. dst
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IV. TIM KREDENSIAL BIDAN

A. Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...

) ik i e (ketua)

. o — (anggota)

3. dst

B. Perwakilan IBI Cabang ...

L (anggota)

2. dat
Ditetapkan & ..o
Pada tanggal ....ovmnroissues

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA ....ccicoiimemn
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FORMULIR 2

B. CONTOH SURAT PERMOHONAN KREDENSIAL/REKREDENSIAL

KOP SURAT
BOBHOE  : ..umnnnrnsnsannibis (nomor surat) ... (tanggal surat)
Lampiran - L A ——
Hal . Permohonan kredensial dan/atau rekredensial*

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/ kota)
Jalan ... (alamat)

.. (nama kota)

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kredensial dan/atau
rekredensial tenaga kesehatan di lingkup wilayah Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota) periode ... (nama bulan dan
tahun pelaksanaan kredensial sesuai jadwal), bersama ini kami sampaikan
permohonan kredensial dan/atau rekredensial* tenaga kesehatan di
Puskesmas ... (nama Puskesmas) sebagaimana terlampir. Kami lampirkan
juga dokumen persyaratan berupa formulir kredensial dan dokumen
kelengkapan beserta dengan lembar verifikasi dan validasinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puskesmas ... (nama Puskesmas)

ttd

(Nama lengkap)

Keterangan:
* disesuaikan dengan permohonan yang diajukan, berupa kredensial;

rekredensial; atau keduanya.
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Lampiran surat

.....................

I. Daftar tenaga kesehatan yang akan dilakukan kredensial dan/atau

rekredensial
Permohonan
No. | Nama Lengkap NIP Jabatan (Kredensial /
Rekredensial)

Kepala Puskesmas ... (nama Puskesmas)

ttd

(Nama lengkap)

.........................

...........
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II. Lembar verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan

Nama tenaga kesehatan

NIP
Jabatan
Jenis usulan . kredensial / rekredensial®
VERIFIKASI VALIDASI
< é Tuliskan
e: a Nomor |V (Va!id)/
NO.| MATERI :n: X o Tagmal | o pat | RS RS
al = Dikeluar Berakhir Sertifik | Valid)/
= g kan at/ Informasi
& Kartu | lain jika
perlu
1. | Daftar
riwayat
hidup
2. | SR
3. | BIP
4. | Sertifikat
uji
kompetensi
jabfung
S. | Surat
keterangan
sehat

6. | Sertifikat pelatihan/workshop/ pengembangan kompetensi lain

Keterangan: *) coret salah satu

Kepala Puskesmas ... (nama Puskesmas)

ttd

(Nama lengkap)
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FORMULIR 3

C. CONTOH FORMULIR KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS ... (jenis tenaga kesehatan)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ...

Bagian I. Permohonan Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan

Nama Pengusul: Tanda tangan:

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk menangani kasus-

kasus yang saya usulkan.

Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis
seperti yang tercantum di bawah ini sebagai bagian dari kewenangan
klinis berdasarkan status kesehatan saat ini, pendidikan dan/atau

pelatihan yang telah saya jalani, serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi

Perguruan Tinggi: Tanggal: Nomor:
Kolegium (Sertifikat | Tanggal: Nomor:
Kompetensi):
Uji Kompetensi Tanggal: Nomor:
Jabatan Fungsional
Kesehatan (bila ada):
Pelatihan/ Workshop/ | Tanggal: Institusi Penyelenggara:
Pengembangan
Kompetensi Lainnya:
1.
2.
3.
dst

Surat Tanda Registrasi (STR)
Nomor: Berlaku Hingga Tanggal:

Surat Izin Praktik (SIP)
Nomor: Berlaku Hingga Tanggal:
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Bagian II. Rincian Kewenangan Klinis

Petunjuk

Untuk Tenaga Kesehatan

Pengusul:

Tuliskan kode sesuai permintaan
berdasarkan daftar Kode untuk
Tenaga Pengusul
yang daftar
kewenangan klinis yang diminta
Jika

Kesehatan

tersedia.  Setiap

harus tercantum kodenya.

terdapat revisi atau perbaikan
setelah kewenangan klinis ini
disetujui, maka harus mengisi

kembali formulir yang baru.

Untuk Tim Kredensial/Mitra

Bestari:

Mohon melakukan telaah pada
setiap kewenangan Kklinis yang
diminta. Cantumkan persetujuan
kode yang

tersedia. Bubuhkan tanda tangan

sesuai  dengan

pada akhir bagian.

Kode untuk Tenaga Kesehatan

Pengusul:
1. Kompeten sepenuhnya

2. Memerlukan supervisi

3. Tidak dimintakan
kewenangannya karena di luar
kompetensinya

4. Tidak dimintakan
kewenangannya karena
fasilitas tidak tersedia

Kode untuk Tim Kredensial/Mitra

Bestari:
1. Disetujui berwenang penuh
2. Disetujui dibawah supervisi
3. Tidak disetujui karena belum
memenuhi kompetensinya
4. Tidak disetujui karena
fasilitas tidak tersedia

Daftar Kewenangan Klinis
(Mengacu pada daftar kewenangan klinis yang ditetapkan oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota)

No. Jenis Pelayanan/Tindakan Diminta Rekomendasi
Kewenangan Tambahan/
Keterampilan Tambahan

Tanggal: Mengetahui,

Kepala Puskesmas
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Catatan (bila ada):

Tanggal Penilaian oleh Tim Kredensial/Mitra Bestari:
Daftar Tim Kredensial/Mitra Bestari:

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

Bagian III. Kesimpulan Rekomendasi Tim Kredensial
(Pada proses rekredensial, langsung ke bagian V)

Direkomendasikan Direkomendasikan Tidak
dengan Catatan direkomendasikan

Keterangan: beri tanda (V) pada salah satu kolom yang sesuai dengan
rekmendasi hasil penilaian

Tanggal:

Catatan:
(dituliskan semuanya)

Simpulan: (diisi)

... (nama tenaga kesehatan), telah menjalani kredensial sebagai ...
(jenis tenaga kesehatan) dengan hasil ... (kesimpulan rekomendasi)
terhadap kewenangan klinis yang diusulkan.

Ketua Tim Anggota Tim Kredensial
Kredensial (perwakilan tim kredensial yang melakukan
penilaian)

Bagian IV. Penetapan Kewenangan Klinis

Nomor: Tanggal:

Menerangkan:
... (nama tenaga kesehatan), telah menjalani kredensial sebagai ...
(jenis tenaga kesehatan) dan diberikan/tidak diberikan* kewenangan
klinis sesuai hasil rekomendasi tim kredensial. (* coret salah satu)




TN

Berlaku sampai
dengan:

Ditetapkan oleh:
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...

Ttd dan cap dinas

Bagian V. Rekredensial

(Rekapitulasi Perubahan Kewenangan Klinis)

Ada/tidak perubahan dari kewenangan sebelumnya? Ada

penambahan tindakan?

Perubahan kewenangan

No. Jenis Pelayanan Diminta | Rekomendasi
Tanggal: Tanggal:
Pemohon, Mengetahui Kepala

Puskesmas,

Catatan (bila ada):

Tanggal Penilaian oleh Tim Kredensial/Mitra Bestari:
Daftar Tim Kredensial/Mitra Bestari:

No. Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Kesimpulan Rekomendasi Tim Kredensial
Keterangan: beri tanda (V) pada salah satu kolom yang sesuai dengan

rekmendasi hasil penilaian

Kewenangan yang
bersangkutan
dilanjutkan

Kewenangan yang
bersangkutan
ditambah

Kewenangan yang
bersangkutan
dikurangi

Kewenangan yang

bersangkutan

Kewenangan yang
bersangkutan

Kewenangan klinis
yang bersangkutan
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dibekukan untuk
waktu tertentu

diubah/dimodifikasi diakhiri

Tanggal:

Ketua Tim Kredensial

Anggota Tim Kredensial

(perwakilan tim kredensial yang melakukan

penilaian)

Penetapan Kewenangan Klinis

Nomor:

Tanggal:

Berlaku sampai dengan:

Menerangkan:

... (nama tenaga kesehatan), telah menjalani rekredensial sebagali ...
(jenis tenaga kesehatan) dan diberikan/tidak diberikan* kewenangan
klinis sesuai hasil rekomendasi tim kredensial. (* coret salah satu)

Ditetapkan oleh:
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...
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FORMULIR 4
D. CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. DATA PRIBADI
Nama D R R R A S S e R h e R R
Tampat dan Tanggal Lahir : ........ccociiiiiiiiiieicnmenmenneeissisiimanes
Jenis Kelamin Y AR LA SR R RN SR e A
Alamat - SRS iy S SRR of 3 e e e o
Nomor Telepon/Ponsel e R SR B RS SR e AT
Alamat Email - F O M WA By WP NN O = . et R O
Status Kepegawaian : ASN / Non ASN*
Jenjang Jabatan : (diisi bagi ASN yang bersatus sebagai
pejabat fungsional)
Kategori Keterampilan : Terampil / Mahir / Penyelia*
Kategori Keahlian : Pertama / Muda / Madya / Utama*
Keterangan: *) coret yang tidak perlu
II. RIWAYAT PENDIDIKAN
R e U O TR S SRR S ER PR Ry e 0 0 SRS Lot s e
D oenn s b A AR A R SR R RR R RSV R RN SR AR SV S R R SRS KA
- (el e s T e e R N R R e B e e s
III. PENGALAMAN KERJA
L st s s s e R AR e A AN R i
L N IR USE e S, o e e R I
" it e e s R e TR e T AT
IV. PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM 5 (LIMA) TAHUN

TERAKHIR

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

(tempat dan tanggal pembuatan)
Hormat saya,

(ttd)

(nama lengkap dan gelan)
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FORMULIR 5

E. CONTOH SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN KEWENANGAN KLINIS

KOP SURAT
BBIRIOE & e imiiiens i (nomor surat) ... (tanggal surat)
Lampiran  SRP—
Hal : Penyampaian Kewenangan Klinis

Yth. Kepala Puskesmas ... (nama Puskesmas)
Jalan ... (alamat)

... (nama kota)

Sehubungan dengan Saudara nomor ..... tanggal ..... hal Permohonan
Kredensial dan/atau Rekredensial*, bersama ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Telah dilakukan proses kredensial/rekredensial* terhadap tenaga
kesehatan yang Saudara usulkan.

2. Telah ditetapkan kewenangan klinis terhadap tenaga kesehatan yang
bertugas di tempat Saudara sebagaimana terlampir.

3. Terhadap tenaga kesehatan dengan rekomendasi tim kredensial berupa
direkomendasikan dengan catatan, agar dilakukan pembinaan
berupa asistensi atau pendampingan dalam melakukan pelayanan.

4. Tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan ketetapan kewenangan

klinis agar diusulkan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota...

ttd

(Nama lengkap)

Keterangan:

*

disesuaikan dengan permohonan yang diajukan, berupa kredensial;

rekredensial; atau keduanya.
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Lampiran surat

Nomor

Tanggal

Daftar Ketetapan Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan

di Puskesmas ...

No.

Nama
Tenaga
Kesehatan

NIP

Ketetapan Kewenangan Klinis

Nomor

Tanggal

Berlaku
Sampai

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...

ttd

(Nama lengkap)

------
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FORMULIR 6

F. CONTOH SURAT PENUGASAN KLINIS

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ...

Kepala Puskesmas ... (nama Puskesmas) memberikan Penugasan Klinis

kepada:

...............................................

(nama tenaga kesehatan)

Untuk memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas ... (nama
Puskesmas) sesuai dengan surat ketetapan kewenangan klinis nomor:
Penugasan klinis ini berlaku sampai dengan tanggal .... atau waktu lain
dalam hal terjadi perubahan kewenangan klinis sesuai dengan keputusan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... .

... (nama kota), ... (tanggal)

Kepala Puskesmas ...

... (nama kepala Puskesmas)

NIP ...



